
BUPATI BARRU

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BARRU

NOMOR 13- TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARRU

NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG KODE ETIK PENGELOLA PENGADAAN

BARANG/JASA SEKRETARIAT DAERAH

Menimbang

Mengingat

BUPATI BARRU,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat

(5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun

2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan

barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah

Provinsi dan Kabupaten/Kota, Majelis pertimbangan

kode etik dibantu oleh sekretariat majelis pertimbangan

kode etik yang berkedudukan pada inspektorat daerah

maka Peraturan Bupati Barru Nomor 5 Tahun 2019

tentang Kode Etik Pengelola Pengadaan Barang/Jasa

Sekretariat Daerah perlu diubah dan disesuaikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan

Bupati Bairu tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati

Barru Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kode Etik Pengelola

Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah;

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi {Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nipotisme (Lembaran Negara



Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851),

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan

Lembaran Negara Republik Inodonesia Nomor 4250);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undsingan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa

Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6018);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tgihun 2000 tentang

Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
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Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3955);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);

9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);

10. Peraturan Menteri Pekeijaan Umum Nomor

07/PRT/M/2011 tentang Standsir dan Pedoman

Pengadaan Pekeijaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor

347), sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri

Pekeijaan Umum Nomor 07/PRT/M/2014 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan

11. Menteri Pekeijaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011

tentang Standar dsin Pedoman Pengadaan Pekeijaan

Konstruksi dan Jasa Konsultansi (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1235);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 112

Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Keija

Pengadaan barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah

Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun

2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Barru Nomor 37);

14. Peraturan Bupati Barru Nomor 48 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan

Uraian Tugas serta Tata Keija Sekretariat Daerah

(Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor

48);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN BUPATI BARRU NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG KODE ETIK PENGELOLA PENGADAAN

BARANG/JASA SEKRETARIAT DAERAH.

Pasal I

Ketentuan Pasal 16 dalam Peraturan Bupati Barru Nomor 5 tahun 2019

tentang Kode Etik Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Sekertariat Daerah

(Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2019 Nomor 5) diubah sehingga

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Dalam memperlancar pelaksanaan tugas Komite Etik dibentuk Sekretariat

secara ex-ofilcio bertempat di Inspektorat Kabupaten Barru.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.
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JUSTAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2020 NOMOR VX
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